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WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KOTA SURABAYA NOMOR § TARHLUN 2003 TENTANG

o

PAJAK HOTEL

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka nrelaksanasn ketentuan Pasal 37
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pajak Hotal, maka perlu diatur tata cara pemungutan,
pemeriksaai, pengawasan dan penagitian Pajak Hotel,

bahwa sshubungan dengan hal fersebut pada huruf a di atas
periv menetapkan  Keputusan Waiikota Surabaya tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun
el

2003 tentang Pajak Hote

. Undang-undang Nomers 18 Tahun 1850 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /
Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1885
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Momer 2730);

. Undang-undang Nomor 18 Tzhun 1985 tentang Rumah Susun

Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 fentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yany teiah diubah dengan Undang-undang
Nomar 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1987 tentang Penagihan Pajak
dengan Suraf Paksa yang felah diubah dengan undang-Undang
No 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987,

Undang-undang Nomeor 22 Tahunh 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah (L.embaran Negara Tahun 1898 Nomor 60, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);
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Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah
Susun;

Paraturan Pemerintzhan NMomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Nageri Momor 43 Tahun 1998 tentang
Sistem dan Prosedur Adminisirasi Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Penerimaan Lain-lain;

Peraturan Daerah Kota Surabay2 Nomor 3 Tahun 2001 Tentang
Organisasi Dinas Kota Suiabaya,

Peraturan Daerah Kota Surabaya Memor 9 Tahun 2003 Tentang

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 Tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG PAJAK HOTEL.

BABI
KETENTLAN UMUM

Pasal 1

Datam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

2

oA

Daerah, adalah Kota Surabaya;

. Pamarintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Surabaya;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapat disingkat
DFRD, adalah Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kota Surabaya;

Kenala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya;

Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan;

. Sub Dinas Penagihan dan Keberatan, adalah Sub Dinas

Penagihan dan Keberatan pada Dinas Pendapatan;

Cabang Dinas Pendapatan, adalah Cabang Dinas Pendapatan
Kota Surabaya,
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9. Bendahara Khusus Penerima, yang disingkat BKP |, adalah
bendahara khusus penerima pada Dinas Pendapatan yang
ditunjiuk untulc menerima dan mencatat pambayaran pajak yang
disetor oleh Waijib Pajak atau Penanggung Pajak;

10.Pejabat, adalah Kepala Dinas Pendapatan;

11.Jurucita Pajak, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, dan atau penyitaan;

12 Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraiuran perundang-undangan perpajakan Daerah
diwajibkan untuk melakukan nembgvaran paiak yang terutang,
termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu;

13.Penanggung Paiak, adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab aias pembayaran pajak termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewaiiban-kewajiban pajak
menurit Ketentuan perundang-undangan perpajakan;

14 Lelang, adalah setiap penjuzlan barang dimuka umum dengan
cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalfui
usaha pengumputan peminat atau calon pembeli;

1% Penagihan Pajak, adalzh serangkaian tindakan agar Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak meiunasi utang pajak daerah dan biaya
penagihan pajak daerah dengan meneaur atau memperingatkan,
melaksanakan penagihan soketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
malaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual
parang yang teiah disiia;

16.Penyitaan, adalzh tfindakan Jurusita Pajak untuk menguasai
barang Wajib Pajak atau Pehanggung Pajak, guna dijadikan
jaminan  untuk melunast utang pajak menurut peraturan
perundarig-undangan,

17 Hetel, adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang
untuk dapat menginap / isiirahat, memperoleh pelayanan,
dan/atau fasilitas lainnya dsngan dipungut bayaran, termasuk
bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak
yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran,

18.Pamhayaran, adalah jumiah yang diterima atau yang seharusnya
diterima atas peiayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oieh
penguhjung kepada hotel;

18.Bon Penjualan atau bill, adalah dokumen buldi pembayaran atas
pelayanan yang telah diberiikan,



20 Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak yang
dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran
kepada hotel;

21.Cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS), adalah cara
penghitungan pajak yang memberi kepercayaan kepada WajID
Pajak atau Penanggung Pajak untuk menghitung dan menyetor
sendiri pajak yang terutang,

22 Cara Taksasi {Non MPS), adalah cara penghitungan pajak,
dimana jumiah pajak ferutang setiap Wajib Pajak atau
Penangoung Pajak ditetankan langsung oleh pejabat;

23 Hote! cara MPS, adalah hotel vang telah mengadakan
pembukuan sesuai standar akuntansi dengan memakai bon
pembayaran atau bill dan dilengkapi dengan atau tanpa dilengkapi
dengan Cash Register atau komputerisasi penerimaan yang
pengenaannya berdasarkan Menghitung Pajak Sendiri (MPS);

24 Hote! cara Taksasi (Non MPS) adalah hote! yang pengenaan
pajaknya berdasarkan ketetapan Pejabat;

5. 8urat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurul peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

26 8urat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat
yang digunakan oien wajib pajak atau penanggung pajak
untuk melakukan pembayaran atau paiak vang terutang ke kas
daerah atau di tempat {ain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

27 Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD
adaiah Surat Keietapan yang menentukan besarnya jurniah pajak
vang terutang;

2B.Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, yang dapat disingkat
SKPDT adalah Surat ®etetapan yang menentukan besarnya
jumiah pajak yang terutang

29 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat
disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan
besarnya jumiah pajak terutang, jumliah pembayaran periodik,
jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;



31 Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang dapat
disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan
iumlah keiebihan pembayaran pajak karena jumlah pembayaran
periodik lebih besai dari pajak terutang atau tidak seharusnya
terutang;

32 Surat Ketetapan Pajak Deerah Nihil, vang dapat disingkat
SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumiah pajak
yang terUtang sama besarnya dengah pembadyaran yang telah
dilakukan atau pajak tidak terutang;

33.8urat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjuthya disingkat STPD,
adafah Surat unfuk melakukan tagihan pajak dan/ atal sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda;

34.Surat Paksa, adalah surat perintah membayar utang pajak
daerah dan biaya penagihan pajak daerah;

35.Biaya penagihan Pajak, adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang,
Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainhya sehubungan
dengan penagihan pajak;

36.Pengawasan, adalah serangkaian kegiatan uniuk mengawasi
pementihan kewajiban perpajakan daerah dan menegakkan
peiaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan dasran;

37.Tim Pengawas, adelah tim yang mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah;

38.Berita Acara Hacil Pengawasan, adalah kumpulan pernyataan
Waijib Pajak atau Penanggung Pajak yang menerima dan atau
menolak seluruh brosedur hengawasan;

36 Pemeriksaan, adalah serangkaian kegistan untuk mencari,
mengumputkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya
guna menguiji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan
Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

40.Tim Pemeriksa, adalah tm yang mempunyai tugas
melaksanakan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban parpajakan daerah;

41, Berita Acara Hasil Pemeriksaan, adalah kumpulan pernyataan
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menerima dan atau
menolak seluruh prosedur pemeriksaan,
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42 Pemeriksaan Khusus, adalah pemeriksaan di tempat usaha
maupun kantor Waijb Pajak atau Penanggung FPajek yang meliputi
seluruh jenis pale untuk tahun yang berialan atau tahun-iahun
sebelumnya  val dilakukan dengan menerapkan teknik
pemeriksaan yang flazim digunakan dalam pemeriksaan pada
umumnya;

43 Kas Daerzh, adalah Kas Pemerintah Daerah;

44 Badan, adalah suaty bentuk badan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer, Persercan lainnya,
Badan UsaHa Millik Negara atau Daerah dengan nama dan
bertulk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beriaku, Persekutuan, Ferkumpulan, Firma,
Kongs!, Koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, Dana
Pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya,;

45 Porporasi, adalah tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah
atas benda berharga, dan benda lainnya yang akan dijuai ataupun
diedarkan di masyarakat;

45, Pengadilan Pajak, adalah badan peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak
vang mencari Keadilan terhadap sengketa pajak;

47 Kegiatan Insidentil, adalah kegiatan yang diselenggarakan pada
saat dan Jangka wakiu tertentu dengan pelayanan dan/atau
fasilitas lainnya dengan dipungut atau tanpa pembayaran,;

48 Standar Akuntansi, adalah suatu peraturan / kesesuaian sistem
akuntansi yang diterapkan oleh sebuah entifas yang sesuai
dangan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

BAR U
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Basal 2

Paiak Hotel dipungut dengan cara Menghitung Pajak  Sendiri
{(MPS) dan atau cara Taksasi { Non MPS)

Pasal 2
{1) Cara menghitung Pajak Sendiri (MPS):

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak diwajibkan
menggunakan bon penjualan atau biii yang telah diporporasi
cleh Dinas Pendapatan dan atau Komputerisasi;

b, Bon penjualan atau bill faarus memuat:
1. nama dan alamat tempat usaha;
2. «aridan ho unt dan
3. nomor yrut sefiap seri ditentukan sampai dengan 10.000;
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Cara Taksasi (Mon MPR)

VWajib Pajak atau Penanggung FPajak cara Taisasi, dikenakan
pajak berdasarkan taksiran, vang tertuang dalam SKPD dan/atau
SKPDT.

Pagal 4

Bon penjualan atau bill, baik yang tertulis atau yang dicetak
ikomputerisasi) sebagai bukii transaksi harus mencantumkah
palak sehasar 10%:

Apabila dalam ben tidak mencantumkan pajak 10%, maka harga
sudali fermasuk pajak;

Wajib Pajak atau Penanggung Pajek harus menyerahkan bon

pahjualan atau bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
orang atau hadan yang mendapatkan pelayanan pada hotel,

BAR Hi

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN PAJAK

1

@)

3)

(4)

&)

Pasal 8

Wajib Pajak aftay Penanggung Pajak dengan cara MPS
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib mengisi,
menandatangani dan menyampaikan Surat Pembaeritahuan
Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan sekall, paling lambat 15
{iima balds) hali setelah berakhifnya masa pajak:

Penyeteran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak dengan cara MPS setiap tanggal 7, 14, 21, 28, bulan
berjalan di Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas
Pendapatan atau Cabang Dinas Pendapatan yang ditunjuk,
berdasarkan laporan hasil penjuaian;

Apabila tanggal pembavaran jatuh pada hari libur, maka
pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya;

Penyetoran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak dengan cara Taksasi (Non MPS) setiap bulan sekali,
paling lambat 15 (lima belas) hari setetah berakhirnya masa
pajak di Bendaharawan Khusus Penerima (BKP), berdasarkan
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD};

Besarnya setoran pajak, dihitung dengan cara mengalikan
jumiah pendapatan hotel dengan tarif pajak sebesar 10%
(senuluh persen);
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Setiap herakhirnya masa pajak, diadakan pemeriksaan kepada
Wajil Fajak alau Penanggung Fajak dengan cara MPS oieh Tim
Pemaeriksa vang dituniuk guna memeriksa dan  meneliti
Kebenaran atas pembukuan dan pembayaran masa pajak bulan
sebelurnnyva;

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan iain,
pajak yang terutang ternyata tidak atau kurang bayar, maka
diterbitkan Surat Katetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPLKED),

Apabila jumiah penyetoran pajak sama besarnya dengan hasil
pemetriksaan, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil (SKPDN);

Apabila jumlah penyetoran paick lebih besar dari hasil
pemeriksaan, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Labih Bayar (SKPDLB);

(10} Apabila setelah diperiksa ditemukan tambahan pajsk (data baru)

atau data yang belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, maka akan dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) darl jumiah kekurangan pajak tersebut, ditarbitkan
dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT).

Pasal g

Paiak yang dipungut disetorkan ke Bendaharawan Khusus Penetima
Dinas Pendapatan atau Cabang Dinas Pendapatan dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(1)

)

BAB IV
JATUH TEMPQ PAJAK TERUTANG

Pasal 7

Bagi Waijib Pajak atau Penanggung Pajak dengsn cara MPS,
jatuh iempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 7
(tuiuh) hari setelah diterimanva SKPDKRB atau SKPDKBT oleh
Waijib Pajak atau Penanggung Pajak;

Apabila ketentuan pada ayat (1) fidak dinenuhi paling lfambat 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKE atau SKPDKBT olieh
Waiib Pajak atau Penanggung Pajak maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% darfi pokok pajak setiap
bulan, dihitung dari pajak vang kurang bayar atau terlambat
dibayar,
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Bagi Walib Pajak atau Penanggung Palak dengan cara Taksasi,
jatuh fempo pajak terutang adaiah 15 (lima beias} hari setelah
masa pajak berakhir;

Apabila ketentuan pada ayat (3) tidak dipenuhi maka dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak
setiap bulan, dihitung dan pajak yang kurang bayar atau
tetiambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan (STPD);

BAB YV
TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 8

} Dalam hal pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak, Wajib

i“ajak atau Penanggung Pajak berkewajiban melaporkan kepada
Pejabat, paling lambat 1 (saty) bhari kerja sebelum
menyelenggarakan kegiatan insidentit di hotel;

Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Pejabat dapat menetapkan
seria menempatkan anggota Tim Pengawas yang dilengkapi
surat tugas dan atau peralatan (equipment} baik sistem manual
dan atau sistem on line (komputerisasi) di setiap obyek pajak;

Penempatan petalatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berfungsi sebagai aiat kontrol setiap kegiatah transaksi dan
biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban
Pemarintah Daerah,

Wajib Pajak atau Penanggung Pajzk harus memelihare
peraiatan (equipment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
tidak mengubah program vyang telah ditentuka Dinas
Pendapatan; '

Penempatan anggota Tim Pengawag sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk melakukan
pengawasan operasional dan penghitungan data omgzet
penjualan dengan batas wakiu tertentu dan atau dengan
pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu;

Setelah dilakukan pengawasan dengan batas waktu tertentu
yang diietapkan oiehh Pejabat, maka Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak berkewaiiban untuk mengisi dan
menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan;

Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
atas penempatan peralatah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan
pemasangan komputer dan line telepon oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak tersebut.
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BAR W
TATA CARA PEMERIKSAAN

L )

Pacal 9
Pemerikeaan terhadan nenstapan jumlah  pajak  terutang
diiakukan olel Pejabat bagi obyek pajak dengan cara MPS
setian 1 {saty) hulan sakali;

Falam hkal pnmnnlfﬁaﬁﬂ e m“\sqlq!‘:h atau aodit Pnjabnf dapat

-% LEAAAT Yy

misnunjui Konsuiian Pajek aluu Auditor untuk mendampingi Tim
Pemariksa;

intuk koperiuan pemeriksaan, Tim Pemeriksa harus dilengkapi
g n Surat lugas Femeriksaan dan harus memperiinatkan
nada Waiib Pajak atau Penanggung Pajak vang diperiksa;

Waijib Paiak atau Penanggung Paiak vang diperiksa waiib:

a. menyslenggarakan pembukuan sesual standar akuntansi
bertetima umum, mempenmatkan dan atau meminjamkan
nembukuan vaitu Neraca, Laporan Rugi Laba, Perubahan
Arus Kag, catatan atas ..upoi an Keuangan, Rekap Penjualan,
Buku Besar Kas, Buku Besar Piutang, buku tamu, bon / bill,
buldi setoran bhank, atau deokumen lain yang berhubungan
dengan kegiatan usaha Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
kepada Tim Pemeriksa,

b. memberikan kesempatan kepada Tim Pemeriksa untuk
memasuki tempat atau ruangan yang dipandang periu dan
memberl bantuan serta ketergngan vang berhubungan
dengan usaha wajik pajak atau penanggung pajak guna
memperiancar pemeriksaan;

3
3

nenyampaikan datz potensi dan keterangan yz .g diperfukan
ecara benar dan jeias.

{4 T

Apabila nada saat pemeriksaan Wajib Paial atau Penanggung
Fajak fidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
ada avat (4), maka akan dilakukan pemeriksaan khusus;

'13

Anahila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak manotak dilakukan
pemeiiksaan, maka pajak terutang ditstapkan secara jabatan;

Untuk  kepentingan pengamanan Tim Pemeriksa pajak,
Dinas Pendapatan dapat meminta bantuan pengamanan dari
aparat penegak hukum, sesual dengan peratuan perundang-
I..Ihddngd'll yang beriaku.
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BARB Vil
TATA CARA PENAGIHAN PA IAK

Pasgal 11)

{1} Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi

(2)

)

(4)

utang pajaknya sampai dengan tanhggai jatuh tempo
sebagaimana dimaksud datam pasal 7, maka diterpitkan Surat
Peringatan,

} Surat Paringatan sebagat awea! tindakan palaksanaan penagihan

-

pajak, diterbitikan 7 (tujuh) haii sejak saat jaiuh tempo
paembavaran pajak;

Dalam jangka wakiu 7 (tujiuh) har setelah fanggal diterimanya
Surat Feringatan, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum
malunasi pajak terutang, maka diterhitkan Surat Teguran;

Apabila dalam jangke waldy 14 [empat belas) hari setelah
tangyal diterimanya Surat Teguran, maka wajib FPajak atau
Penanggung Pajak harus melunasi pajak yang terutang,

Surat Peringatan atau Surat Teguran dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 11

Jumlah pziak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bavar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahar yang tidak dibayar pada wakiunya
dapat ditagih dengan Surat Paksa;

Suret Paksa  berkepala kata-kete “DEM!  KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai
kekustan sksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan
putusan pengaditain yang telah mempuriyal kekuatan hukum
tetap;

Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat .
nama wajib pajak atau nama Fenanggung Pajak;
dasar penagihan;

besarnya ulang pajak, dan

perintah untuk membavyar.

IS

oo

Surat Paksa diterbitkan apabila :

a. jumiah Pajak yang masih harus dibayar cieh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak tidak dilunasi dalam jangka wakiu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Surat
Peringatan atau surat tain yang sejenis;
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telah dilaksanakan pehagihan seketika dan sekaligus
terhadap Wajib Pajak atau Pehanggung Pajak; atau

)

Wajib Pajak atey Penanggung Paisk fidak memenuhi
keteniuan sebagaimana dinyaiakan dalam keputusan
persetuiuan angsuran atau penundaan pembavyaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilakukan oleh pejabat setelah lewat 21 (dua puiuh satu) hari
sejak tangagal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis,

Apabilz Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak Surat
Paksa dengan alasan sedang mengajukan keberatan pajak atau
alasan lainnya, maka salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan
di temmpat tinggal, tempat usaha alau tempat kedudukan Wajib
Pajak stau Penanggung Pajak dan dicatat dalam Berita Acara
Penyampaian Surat Paksa bahwa Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak menolak menerima salinan Surat Paksa, sehingga Surat
Paksa dianggap telah diberitahukan,

BAB VIiI
TATA CARA PENYITAAN

Pasal 12

Apabila jumiah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kall dua puluh empat) jam
sesudah tanggal diterima Surat Paksa, maka Pejabat akan
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap
barang bergerak dan atau barang tidak bergerak millik wajlb
pajak atau penanggung pajak;

Penyitaan ditaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa,
penduduk Indonesia, dikena! oleh Jurusita Pajak, dan dapat
digercaya;

Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita
Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita
Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan saksi-saksi;

Walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir,
penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat
Pemaeiintah Daerah yang berwenang di witayah obyek pajak;

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh wajib pajak
atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jury Sita
Pajak Daerah dan saksi-saksi;
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Rerita Acara Palaksanaan Sia fetap mempunyai kekuatan
mengikat, sneskipun walib pajak atau penanggung pajak menolak
menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana
dimaksud pada ayat (3,

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditampelkan pacda
Laiang bergerak dan atau barang ftidak bergerak yang disita,
atan diteampat barang bergerak dan atau henda tidak bergerak
yang disita berada, dan/ atau di tempai-termpat uinum;

Atas barang vang disita dapat ditempel atau diberi segel sita,

yang memuat sekrang-kurangnya :

a. kata“disita”;

b. nomor dan tanggai Berita Acara pelaksanaan sita,

n. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak,
merainjamkan hak atau merubah barang yang disita,

Pasa! 13

Pengajuan kaberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak
mengakibatikan penundaan peiaksanaah penyitaan.

(1

3

Pasat 14

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat
usaha, tempat kedudukan, atau di tempat iain tfermasuk yang
panguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan
sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan
deposito berjangka, tabungan, saido rekening koran, giro, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dangan itu, obligasi saham,
atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal
pada perusahasn lain’ dan atau

h. harang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal
dengan isi iotor terieniu.

Penyitaan terhadap barang wajib pajek atay penanggung pajek
badan dapat dilaksanakan ternadap barang miiik perusahaan,
pangurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,
pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di tempat tinggal yang
hersangkutah maupun di tempat fain;

Penyitaan scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
ditaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan
cukun untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
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Paecal 1k

b

Anghslq nt.cng "‘3"\1{ dam atan l-ur\uq paqaﬁlhaq pemk daerah tidak
dilunast seteiah  diuksanakan penyitaan, maka Pejabat
berwenang melaksanakan openinalan secara lelang terhadap
carang yahy disita mielaiul haaior lelang,

IR iRAT

{iiiakganakan paiing shgkat ";-‘; empat belas) hari setejah

r . S
Penoumuman lelang sebhagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paniualan secara ielang terhadap bkarang yang disita
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan paiing singkat
14 {empat belas) hari setelah pengumuman lelang ;

Untuk nrases pelelangan harus ditengkap! dengan:

a. Surat Peringatan / Teguran, Surat Paksa dan Berita
Acara Penyampaian Surat Paksa, serta Surat Perintah
Melaksanakan  Penyitaan dan Beiita Acara Pelaksanaan
Sita;

b, Penentuan harga limit Obyek Sita;

Bukii Kepemilikan Obyek Sita bila obyei sita adalah barang
tidak bergerak.

Pengumuman lelang untuk harang bergerak dilakukan 1 {(satu)
kali dan uniuk barang tidak bergerak diiakukan 2 (dua) kali;

Bangumuman lelang terhadap harang dengan nilai paling banyak
Rp. 20.000.000,00 (dua puiuh juta iupiah) tidak harus diumumkan
malaiii media massa;

Pejabat bertindak sshagai penjual atas barang yang disita
mengaukan permintaan jadwal waktu dan tempat {efang kepada
Kantor L alang sebelum ielang dilaksanakan,

Pajabat atay yang mewakilinya menghadiri pelaksanaah lelang
untuk menentukan dilepas atau lidaknya barang yang dilelang dan
meanandatangani asii Risalah Lelang;

Pejabat dan Jurusita Pajak tidak d:perbc'ehkan membeli barang

sitaah yang diielang;

yLarangan terhadap peiabat dan Jurusita Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayai (9), berlaku juga terhadap istri, keiuarga
sedarah dan semenda dalam Keturunan garis lurus, serta anak
angkat;
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{11 Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar Kketentuan

)

(4)

(5)

€

sebagaimana dimaksud pada ayat (9}, dikenakan sanksi sesuai
ketantuan peraturan perundang-lindangan yang barlaky,

Pasal 18

Lelang ifatap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak atau Fenanggung Pajak belum
membnaraleh keputusan keberatan,

) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpz dihadini oleh Wajib Pajak

atau Penanggung Pajak;

Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau
berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan
pajak, atau obyek lelang musnah.

Pasal 17

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya
penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk
membaya.r utang paijak;

Dalam hat penijualan lelang, hiaya penagihan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (saiu persen) dari pokok
ialang:

Dalam hat hasil lelang sudah mencapai jumiah yang cukup untuk
meiunasi biaya pehagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan
lelang dinentikan oleh pelabat walaupun barang yang akan
dilelang masih ada;

Siza barang beserta kelebihan uang hasi! lelang dikembalikan
oleh pejabat kepada Wajlb Pajak atau Penanhggung Pajak segera
setelah pelaksanaan lelang;

Pojabat vang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku,

Hak Tanggungan atas barang yang telah dilelang berpindah
kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Leiang yang
merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan
pengalihan hak.
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BAR X
TATA CARE ANGSURN DAN PENUNDAAN
SETORAN PAJAK

Dacal 18

Pengaivan angeuran dan penundazn seforan pajak diajukan
secaia terfulis olen Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada
paiahat;

Penanggung Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun
wakty tertenty dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumiah
pajak yeing belum alau Kurang disayar,

Pejabat dapat memberikan perseiuiuan kepada Wajib Pajak atau
Fenanggung Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai
dengan bhatas wakiu tertentu dengan dikenakan bunga 2%
sebutan dari jumiah pajak yang beium atau kurang dibayar;

Parsetuiuan terhadap permohonan angsuran pajak dimaksud
pada ayaf (2} dinyatakan lebih Janjut daiam surat perjanjian
angsuran;

Persatuivan  penundazn  pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat {3) ditetapkan lebih lanjut dengan surat
persetuinan penundaan pembavaran,

BAB Xi

TATA CARA PENCGAJUAN KEBERATAN, KERINGANAN

©)

(4)

CAN PEMBEBASAN PAJAK

Pacal 19

Waiib  Paijgk atau Penanggung Pajak dapat mengajukan
keberatan kepada Pejabat atas SKFD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLR, SKPDN atay STPD;

Keberatan diaiukan secara terfulic kepada Kepala Dinas dengan
mengisi formulir dan mengirim kepada Dinas Pendapatan dengan
mengaiukan alasan-alasan secara jelas,;

Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling jlambat 3
{liga) bulan sejak tanggai SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB,
SKPDN atau STPD diterima Waijib Paiak atau Penanggung Pajak;

Tanda Terima Surat Keberatan dari Kepala Dinas dan tanda bukti
pengiriman melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan
Surat Keberatan Waijib Pajak atau Penanggung Pajak;
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Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak,
minimai 50% dari jumiah pajak terutang;

Hasii nemeriksaan ulang ates pengajuan keberatan difuangkan
daiam Berita Acara Hasii Pemeriksaan yang ditandatangani oieh
Waiib Paiak atau Penanggung Pajak vang bersangkutan dan Tim
Faimatiksa;

meneritha Surat Keberatan, Kepaia Dinas harus memberi
keputusan atas keberatan vang menvatakan:

Keberatan diterima sepenuhnya atau sebagian,

keberatan ditolak;

. kenaikan pajak sesual Berita Acara Hasil Pemeriksaan.

o ®

¥

Apabila Wajib Pajak atay Penanggung Pajak tidak dapat
menetima kepuitusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka
danat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak paling lama
3 (tiga; buian setelah menerima Keputusan dari Kepaia Dinas,

Apabila setelah lewat waktu 12 (duabelas) bulan sejak
permwhonan keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada
avat (7), Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka
permononan Keberatan dianggap dilstima sepenuhnya.

Pasal 20

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan
permohonan keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepaia
Dinas;

Permchonan keringanan atau pembsbasan pajak harus diajukan
secara tortulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta
melampirkan foto copy Kanu Tanda Penduduk atau identitas
permohion, foto copy Nomor Pokck Wajip Pajak (NPWP) dan
SPTPD / SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB,
dengan mencantumkan alasan secara jelas;

Atas permohonan keringanan atau pembebasan pajak, Kepala
Sub Dinas Penagihan dan Keberatan melakukan penelitian
mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);

Atas pertimbangan dan rekomendasi dari Kepala Sub Dinas
Fenagihan dan Keberatan maka Kepala Dinas menyampaikan
usulan  kefinganan atau pembebasan pajak kepada Kepala
Daeran;

Kepala Daerah melakukan konsultasi usulan pemberian
ketingahan atau pembebasan pajak kepada DPRD;
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{6) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
0), WKepaia Daerah memehuw% kan Kepaia Dinas untuk
mengelusarkan keputusan.

BAR X1

= Ry

TATA CARA PEMBAVARAN KEI ERIHAN DAJAK
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Kelehihan naisk yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib
Pajak atau Fehanggung Pajak mslaiui restitusi dengan cara:

a, Wapb Pajak atatt Penang sgung Pajak mengajukan permechonan
bermaierai kepada Pejabat dengan melampirkan tanda bukti
pemhayaran  asli  dan  kuitansi  lenakap  hermaterai  (yang
dikembalikan) rangkap 4 {eimpat);

h. setelah Waiib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB,
Kepaia Cinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan
Faiak Daerah (SPMKPD) |

D

Kas Daerah mengembelikan kelehihan pembayaran paiak sesuai
SPMIKPE dan SPMU.

BAR X!
BENTUK FORMULIR PERPA JAKAN

Pagal;

Rentuk formulir perpajaken yang dipsrgunakan untuk melaksanakan
RBab ili, Bab iV, Bab V, Bab Vi, Bab Vii, Bab Vili, Bab X, Bab X dan
Bab X! sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

BAR XV
KETENTUAN PENLITUP

Pacal 23
Kanutusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangken
Agar sotiap orang dapat mengstahuinya, memerintahkan

pengundangan kepuiusan ini dengan menempatkannya dalam
[_embaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Mei 2004

WALIKOTA SURABAYA,
ftd

BAMBANG DW| HARTONO
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggai 14 Mei 2604

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
SUKAMTO HADI
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 2/B

Salinan secuai dengan aslinya
an.- ek ki éthtis Biaerah iKota Surabaya
/. /"’ﬁ\ﬁro\ A




LamPiRaM KEPUTLISAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR T 27 TAHUN 2004
TANGGAL - 13 MFI 2004

BENTUK FORMULIR PERPAJAKAM

1. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

PEMER{NTAH KOTA SURABAYA Mo, SOTD
DiNAS PENDAPATAN Masa Pajiak
JL .hmerto No. 26 - 27 Surabava Tahun Paiak

Telp 53423054 - 57 Pgw 322 .325

SPTPD
{ SURAT PEMBERITARHUAN PAJAK DAERAF )
PAJAK HOTEL

NPWPD Kepada Yth :

o e O R O A
PCRMATIAN
i, Harap dgiisi galem rangkap (2) ditulls denigan nurdf CETAK
2. Berinomor pada kotek [ | yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3

Setleiah diist dan ditanda tangani harap diserankan kembail kepada [inas Pendapatan paling lambat
tanggal .................. { official Assesment } dan tanggal 15 bulan berikutnya { Self Acsesment )

- Keterlambatan Penyerahan darl tanggal tersebut Ji atas skan dilakukean Penclapan Secara Jabalan untuk
WP yang berdasarkan Oificial Assesmant dan denda untuk WP yanyg berdasaixan Setf Assesment.

i

A, DIISI OLEH WAIB PAJAK | PENANGGIING PAJAK

1. Guiohgan HGt il |' -,l 01. Bintang Lira 08. Maial Tiga
2. Bintang Empat 57, Meiatl Dua
(3. Bintang Tiga 08. Meat Satu
04, Bintann Dia Q9. Ekonom
05, Bintang Salu 10 Lainmyn o

2. Tarnif dan jurmiah kamar hoel :
No. Golongan Kamar

Tenf(Rp) Jumiah Kamar

O o P f

3. Menggunakan kas register I:I 1 Ya
2. Tidak

4. MenQadakan pembiikuan / pencatatan 1 1 va
2. Tidak

s
|
| 6. Mengadaken Gon L] 1 va
% 2. Tidak




5 DRRIOLEH WANE PAJAK / PENANGGURS PAJAK EELT ASSESMENT

1. Jumlah Pembayaran dan Fajak Ternutang untuk Masa Pajak ssbeiumnya { akumulasi dari awal Masa Pajak
dalam Tahun #ajak Terenty

& Masa Paiak ST e] TR
b, Dasar Pangensan { Jumiah
pembayarzn yang diferima } DD
c. Tarif Pajak { sesua Ferda ) S %
d. Palak Terntrang (b x¢) O Ro
2. Jumiah Pembayaran dan Pajak Terbutang untuk Masa Pajak sexarang { lampiikait [oha copy dokumen )
a. Masa Pajak g L B TG
b. Dasar Pengenaan ( Jumlah
pembavaran vang ditsrima ) o Rn L
c. Tarf Pajak { sesual Parda ) : e %
d. Pajak Terwiandg (b xc) CORB

C. Diist OLEH WAJIB PAJAK | PENANGGUNG PAJAR OFFICIAL ASSESMENT

i a. Masa Pagk ST BTG
i b. Dasar Pengenzan { Jumieh

i pembayaran yang diterima ) DORD e

|

] D. PERNYATAAN

Dengan menhyadar scpenuhnya akan segaia akibat termasuk sainksl-sanksi sesual dengan keientuan perundang-
undangan yang beriaky, saya aiau yang saya ber kuasa menyalakan babwa apa yang tefah kami beritahukan
i tersebut di atas beserta tampiran-lampitan adalah benar, jengkap dan igias.

G TaRun
¥ajib Fajak

Nama Jelas

E. DISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA

Tata cara penghiltngan dan penetapan yany dikenendaki |
1. Official Assesmeti { dihifung dan ditglapkan cleh Pejabet Dinas Pendapatan )
2. Self Assesment{ Menghitunga dan menetapkan pajak sendiri ;

Diterima tangga!
¢ Nama Fefugas
NIP




2. BENTUK SURAT KETETAPAN PAIAK DAFERAH

SKPD

PEMERINTAH KOTA SiRARAYA

CiNAS PENDAPATAN i (BUAMAT nETETARAN PAJAK DAERAH)
JI.Jimerio No. 28 « 27 Suiabaya i Masa Pajaic ..oeenn
Talp, 5343051 - 57 Psw, 323 326 | Tahun o,

No. Urut

Lid 31 J ]

iNama
Alamat e
NPWFD by et

Tangge! jpiuh temnn

Paiak Daerah

)

adminisliask berupa bunga sebesar 2% per bulan.

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atay Kas Daerah (Eank .......................

No Ayal Jenis Pajak Daerah Jumiah
Rp
Jumiah Katetapan Fokok Pajak
Jumiah Sanksi ' a Bunga
b Kenaitzn T
Juiiriah ¥eselurinan =g
Dengan huruf i
FERHATIAN

...} dengan menggunakan Surat Setoran

Apabiia SKPD ini lidak alau karang dibayar setefah iewat waiiu paling iama 3G hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanisi

a.n KEFALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
Kepala ...

M

MQDEL : DPD - 29




g

3. RENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK NAFRAH KLIRAKG BAYAR

] T
i B — I
PEMERINTAH KOTA SURABAYA | SKPDKB ;
DIMAS AEMOARATAN ! (SURAT KETETAPAN PA AN DASRAY NUIBANC SAVAS) Mgy, Ueit
. ™
} Masa Pajabh " o e vy
] 1 angn l'
1 i
Nama
Alamat e e s e e e |
NEWE P iy T+ 17T T i
—J a— | S S T S S - S S i a Do
Tangeatistehtamne - . |
. Bergdsarkan asal $ Uneang undang Nomor 18 Tahun 1687 yang lewsh diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
20040, teiah viakuhan pemenksagn awau keierangan iain Alas peiaksanaan kewajiban :
Ayar Fajak b b b
Nama Paiak e e e e e
il Tiar nemeriksaan atau keterannan kain tersehut & atas oenghdupgsn umiah yang masih harus dibavar adalah sebagai
hatild
i Rp
2. g
G Kr
a. fwlpeinsasi neiebinan dan whun sebelumnya i t
b. Seicran yang uiakukan ip '
. Lain-ian R
A, Jumiah vang qanat dikreditkan{a + b +n ) Rn
4. lumlak keloirsngan pambsyaran Pokok Pajek (2- 2
S, Zanks adminslrog
a. bunga (Fasat @ aya (15 R
0. Renaikan {Pasal & ayal (D)) Hp
¢ Jumiah sanksi admisiras: (a + b} Rp
& lumiah vang masih harys dibavar (4+60) Rp
Dengan hunf ; I
PERHAT AN
1. Harap penveioran dilakukan melaku BKP atau Kas Daerah iBank ..o ) dengan menggunakan Surat Setoran
Pziak NDaerah (SSPM
2. Anabila SKPDKR ini tidak atay hurang dikayar satelah lewar waldy naling oz 30 had eeisk SKPOKR inj dtarima dikenzkan
sanksl administrast harun r 2%
Burabaya, .o
a.n KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
Kepala .. . .
MNP,
MODEL . LPD - 10D
S S I A —— Gun{ing_ SN = o e i il e
Mo SMEDKB e
TANDA TERIMA
NPWFT
Nama
Aramat

Yang Menenma

MOGEL . SPL - 13D
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URAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

PEMERINTAH KQTA SURABAYA
DINAS FENDAPATAN

Ji. Jimerto Na. 25 - 27 Surabaya

SKPDN

Masa Faak

Telp. 53430581 - 57 Paw. 323 -325

i
i
]
{
g BURAT HETETAPAN FAJAK GAERAH NiHIL)
i
1 Tahun

|

-
[ o]

Naira
Alarmat
NPWED 1 3 I v o il
i. Bercasarkan Fasal 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1967 yang eial diubsh dengan Undang-undang hNomor 34
Tahuiy 2060, elah diakukan pemelixsaan alau keterangan iam atas pelaksanaa Kewajiban |
Aval Pajak v b bl
Nama Paiak : . o
tt Dar pemenbeasr 2lay '-fe*»‘cw:x:"-ga V lain u:rset.u: u; giss panghiungan jumiah yang masih harus dibayar adalsh
ssbagei tenikat:
1. Casar Pengenaan Rp
Z. Fajak vang terutang Rp
2 Krndif Daia!(
a. Forvpansasi kelenihon dari iahun sebelumnys Bred
£ Seloran yang diakukan Rp
. Lair - gin Rp
4. STP{Pokok) Rp
€. Jumizh yang dapat dikredittanfa+bh + o+ d ) Rp
4. Jumiah yang rasih harus dibayar { 2- 3a | 4D NiHIL,
Gurshays o Tahun L
a.n KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
Kemala .
WP
MOOEL G 10C
N W NN KL NN SN NN A NN NN NN A N AN N NN NN SN S NN M mbe Gunﬂngé|gini e et e W S W Y MR M SN BN T B NN DN ST WS SW NN AR EN Y N N A
Mo, SKEPDH
TAKNDATERIMA
NFWPD
MNama
Yang Wvignerima
¢ e )




5 BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAFRAH | FRIH RAYAR
! |
PEMERINTAH KOTA SURABAYA i SKEDLE |
DINAZ PEMDABATAM ! { Burab istetanen Pajnk Dorroh Lebit Bayar ! | Mo, Urst
| ipaeas | A I s
i wWIigsa ra i i1
: Tahun :
i !
i i
Nama
Alamat .
NPWRD - T | T C1 71

Tananal iabuh femnn

i, Berdasarkan Pasal 30 Undangundang Nomor 18 Tabun 1857 yaao felah dichah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 200G, Lelal dilakukan pemariksaan atau keterangan aln alss palahsanaan kewajiban
Avat Pajek L LT
Nama Pajak U

I Dari pemerdksaan atay keterarnan lain tersehut di atas, nenohitungan ssmiah yvano masih harus dibavar adalzh sshapai
barilad

4 Paa o
P af
Z. Pajak yang Tendtdang mip
3. Kredi Pajax
& Sewlanh yang dilskukdn Fp
p. Lain-ain Rp
c. Dikurang kompensasi kelebihan Ke tahun vang akan
datangfutang pajak Rn
d, Jdomish yang danat dilraditlean i a4+ b- o) 25}
4. Jumiah kehursngan pembayeran Pokok Pejak ( 34- 2) p
5. Sanksi administras]
g, Buliga {Fasat 5 ayat (1)) i
o. Kenawkan (Fasal o ayat (5)) p
¢. Jumiah sanksi administrasita + 5 Rp
£ lumizh yang masih harus dhavar {4+ fo ) Hn
. T ,
Dengan hurgt | j
PERHATIAN

Pengembalian Katebihan Paiak dilakukan pada Kas Daarah denasn mangoonaian Sural Pearintzh Membayar Kelabihan
Pajak (SPRKPY dan Surat Parintah Mangaliarkan Lhang (3PMLE

Surabaya, . .
a.n KEPALA DIiNAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA

miF.

MODEL : OPD - 10F

o]

NPFWE
Hama
Alamat

MQDEL . DPD - 10F
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6. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAHM TAMBAMWAN

1

!
PEMERINTAH KOTA SURABAYA |
DINAS PENDAPATAN i

i

!

'.

JI Jimerto No. 25 - 27 susabaya

[
SKPDT
[SURAT KETSTAPAR FASAE. DAERAN TRABAHAN)
Masa Pajak

Tangga! jatuh tempn

Telp. 5343051 - 57 Psw. 3243 -325 Tahuh

Natna

Alamat D e - a
NPWFL b oy B e 11

SERTETIAN

Mo Ayat Jems Pajax Daerah Jumiaiz
e R Rp
| Junifan Keletapan Fokok Pajak e
Junvah Sanksi - 3. Bunga S U, _
h. Kepsikan
Juintah Keseluniian %7,
Dengan nuruf i

1. Hearap penyetoran diakukan maiaiu BKF atau Kas Daeran {Bank ceeeee ooy dengan menggunaken Surat
Setoran FPajak Daerah
2. Apahila SKPDT ini Sdak atau kurang tib.ayar seteish lewai wakli paling laima 30 har seiak SKPDT inf diterima dikenaxan

sanke! adrmigtrast beruna bunga sehacar 2% ber bulan,

Surabaya............cooeee taRUN L

A KEPALA DINAS PEMDAPATAN
KOTA SURABAYA
Kepala .. .........coocoiins i

MODEL . OFD - 168

——————— o o et e e e e (NN CHGIR e
. No SKPEDT
_ TANDA TERIMA
MPWED
Mama
Alamat

Yang Manerima

MODEL . DFE - 108




ambahon

Nama
Alamat
NPWPD

Tanaoz! iatyh terpo

Ayal Pajak
Nama Pajak

. Berdesarkan Fasal § Undang-dndang Homar 18 Tahun 1880 yany telah diuban dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
200G, teian dilalcukan pengtinsaan alau keterangan lain ates polaksanaan kewaiban |

it Dari pemeriksazn atau keteranoan {ain tersebut di

bbb

stas, penghifungan wmtan yang masih banis dibayar adalah sabagai

Paiak Darrah {SSPD

[X)

Anab
dikenolan sank

i}

bariieg
1. Dezsar Pengsmasn R
2. Fajak yang Terutang sp
3. Kredd Pajak
w. Kompunsasi keicbihan gar tahun sebelumnya iy
Ir. Setoran yang diakukan ng
c.  Lam-ain Ru
d. Jumlah yang dapat dikreditkan i 3 + b +0 ) Rp
4. iy nembavaran Pokok Pajale (2 - 248
a. bungc {fasal ¥ wyal i1 rp
L. Aendikan {(Pasal O ayai 5 i
C. Jummah sankst adminisuast (s + 0 ) Rp
6 Jdurnlah vang macth hars dibayar (4 + 50 ) Rp
Dengan hyruf _{
PERHATIAN
1. Harac penvetoran dilakukan melaivi BAF alau Kas Daerah (Bank ... 1 dengan menagunakan Sural Setoran

Apabils SKPDKAT inj tidak atay Kueran

Padministrasi berups by

ing faran 20 hari seiale SKPODKAT ini diterima

SUrADEYE, oo
a.n KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
Kepala ........... ... ... ...

NiP.

MODEL : DPD - 10E

—————————————————————————— — Guﬂt{ngdis*n] e —— e —— . ———— i — T ——
Mo, SKPDMET
TARDA TERIMA
e 1 SO PO PIOPPI
DNGINE L e
AIRITEL e e
................................................. tahun ... ...

MODEL . DPC - 10E



8. BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAY

PEMERINTAH KOTA SURARAYA STPD

DINAS PENDARATAN { Bura Tagshan Pajak Basrah )
Ji. Jimeric Wo. 25 - 27 Burabaya Masa Pajak
Telp. 5343051 - 57 Psw. 323 -325 Tahun

o
[
c
=

Nama
Alamat e g eeeeliiieeioieeitsieiieiin e
NPWRD S R R P

Tanagat fatuh tampo

. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10 Undanhg-undang Nomor i3 Tahun 1987 yang ielah diubah dengan Undang-undang
Mo 34 Tahun 2000, tetah dilakukan penelitian dan afau pemeriksaan atau keterangan lain 3ias pelaksanaan kewajiban ©

Ayat Pajak 'L:::{[i
Nora Pagek

L. Dar peneitian dan atau pemeriksaan Ialn tersenut di atas penqni tunqan jumiah yang masih harus dibayar adalah sebagai

herkut
1. Paiak yangiarang bevnr Rp
2. Sanksi adiviishas! Bunga {Pasal 10 ayal (3)} Rp
3. Juniah yang masib harus dibayar { 1+ 2a } Rp
Dengen fwrdf | 1
PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakuken melalul BRP afay Kas Daerah (Bank ... . .. ) dengan menggunakan Surat Setoran

Pajaik Daerah (S5FDj
2. Apabile STFD ini idak atau kurang dibayar setelah lewat wakiu paling farme 30 hari sejak STPD int diterima dikenakan sanksi
administrast berupa bunga sebesar 2% per buian,

Surabaya, . .
an Kl:r‘ALf-\ DINAS F'ENDAPATAN
KOTA SURABAYA
NIP.
i
MODREL { DPD - 114
T ——— — . Bl i (P St VI S b w i F ewb S - F[_jmnﬂ r‘]qlm e e e i A R ke S Tl I A iy vve SN AT A ek S S S — - -

TANDA TERIMA
NPWPD
Nama
Alamat

Yang fenerima

-
-
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PAJAK DAERA

L Ex

Ha'l

H

WA

PEMERINTAH KOTA SURLRAYA
DINAS PENDAPATAN
H, Jimerto N, 28 - 27 Surabava

Teip. 5343054 - 57 Fsw. 523 323

SSPD

{ SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )

Tahun ...

Petugas Penerima

Tangaal
Tanda Tzngan
Mama Terang

Fenyetor

MEmE L e
Ajamat
NEWPD SN0 TN T T 0 O T A A B O
Menyetor berdasarkan ) = ¢ | SKPD | ] BTRL i 1 Lain-Jain
1 P r P
i | SKPDT P eRTeD
1 SKPDKB 1 sk Pambetuian
]_] SKPDKBT }_j Sk Heberalan
Masa Pajak Tahun: ... No Uret: o
No 1 ayar 17 Jonis Paak Jumiah
| Rp
I R R -
i !
i
— ! e e e
% Ium-:h Setoran pgmw
Dengan Hurut {
E
Ruang unhsc Taraan Ditarirmag alah, L Tahun o
Kas iKegiste/Tanda Tangan Petugas Tempat Pesmioyaran

MGDL‘:L DRD -1z
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10. BENTUK SUIRAT PERMYATAAN DENOL AKAN BEMERIKSAAM

Kota SurahayaNomor ... ... ... .. ... . . Tangnal: .

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Memperhatihan Surat Perintah Pemenssian Kepaia Dinas Pendapatan

Yang weranda tangan di bawab ini

Fl
E.

3

rama Wayjib/Peranggung Pajax T e e e e e
Jabatan :
Alamat Wajib/Penanggung Pajak ..

sapagai Wajb / Fananggung Pajak

e

B

Natia Usaba
Alamat tLisaha

Jdenis Useaha

NPWRD

menyatakan tidak bersedia untuk dineriksa dengan alasan sebagai beriieut

1

A e e
Nemikian Surat Pernyataan ini dibuat untulc diperaunakan sehagaimana mestinya,
Mernaetahin Burabaya 0 L

remeriksa Wajib Fajak f Penanggung Pajak




11, BENTUK SURAT PERNYATAAN BENOLAKAN PENASANGAN KOMPUTER
SURAT PERNYATAAN
CENOLAKAN SEMASANGAN KOMPUTER DAN LINE TELEPON

Mempernalikan Surat Pemasangan Komputer asn Line Telepon Kepala Dinas

[ Tatal

Pandapatan Kowa Surabaya Nomor . L F 200
Yang bertanda tangan di bawah ini
1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab
2. Jabstan
3. Alamat Wajib/Penanggung Paiak e
sebagal Vailb / MPenanguung Pajak atas
T Nama Usaha
20 AamatUszha
3. dJenis Usaha
A Y IAE MR My
. T e
menyatakan  mencial pemasangan Kompuler dan line telepon, dengan slasan
sehagai perkul
L,
2
Domikian Surat Pornyatagn ini dibugt dalam ronokan 7 ddua) ontuk digunakan
sguagalimans mes! Ei'l'_y‘a.

vlengatanin

:zbava

S
Y
HET

"‘ewsng—g' ang Fajar
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12, BENTIJK SURAT TEGURSN

PEMERINTAR ¥OTA SURASAYA
GINAS FLuDalATAr
Jl. dimerte Mo 25 - 27 Surabava
Tein. 5343051 - 57 pes

e e e e e e

NFWPD RN .

Wanada Yih

SURAT TEGURAN

Nomeor ;...

Menurut nembudaian kami, hingna saat in) Saudara masih membunval funogakan Paiak sebaga
berikut

i i
pomor dan Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKR, Tanggei Jumiah
Jenis Paiak Tahun SKPDKRET, 8TPD, Kenuitisan Kebaratan, Jatuh Tunggakan
Keputusan Pambetian Keputusan Banding %) Tampo Rp
i
}
!
Jumlah

Uniuk mencegah Lodakan penagiian dengan Surat Faksa berdusarkan Undang-undang Nomer 18 Tahun
1997 vana telah diubah dengan Unidang-undang Nomor 18 Tatwin 2000, maka diminta kepada Saudara
agar meiunasi jurian Tunggaka:. dalam waiitu 7 {tuiit; han scisian janggal Sural Teguran ini. Setelah
hatag walh) fersebut, indakan penagihan akan dianiutkan dengan nenyerahan Surat Pakse

Cakani hal Saudara ielah malunesi Tunggakan tersebut dialas, diminta agar Saudara segera meiaporkan
AEPAda

Surabava, L U £:14 1) WO

a0 KEPALA DINAS PENDAPATAN
KUTA SURABATA
Repald ...

*) Goret yang tidak periu

MODEL PR - ER




S 14 -

PEMERINTAHN KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

i bWt S

4L, HMERTO NG, 25 - 7 SURABAYA
Tein B3430681 - 57 pes, 225 -3

Kenads i

di-

0
o
A
»
e |
it |
n
) |
)
I
o |
I
£

Berdnsarkan pembykuan pade Dines Peondepetan Moto Sumsbaye, fermyata uiang Pajek
Saudara sampal saat ini belum disetor,

Sebelum berakhinya batas waktu penveicran paj
Katetanan Maiak Oasrah, Szudara diminta

K

u1]
o

ebagaimana dinyatakan pada Surat

T
e LT T 1.7 T Lo TNV o L YRRUUR ., WY STy
Dendataravan Fhusus Meneniina Dinas Fetilipsailt AU

Jumlah utang Paifak Resioran Sauwdarg, berdasarkan Suiat Ketetapan Pajak Daerah yang talah

diterima danganMomor 0 L . .o . ... . . =adalah sebesar

an. KEFALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA
(¥

Potggas, Kepala it

Fenefima,

MODEL DRD IF- 37
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14, BENTUK SURAT BAKSA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

U BMERTO MO 25 7 QURADBAYA TEI D FA43054 DEES 449 437

Wi WESETLOZTR B T E dawiede b I T%

— o TSP —

2o

DML K LEADIEAN BERDASARK AN KETUHANAN YANG MABA ESA
WALIKOTA SURABAYA

Nama Wajib f Penangaung Pajatll .
MNEAPN ;

Al L
SiaiTiE

Menunggak Psjak zabagaimana tercantum dibawsh int
| Nomor dan Tanggai STPD / SKPUT o
Tahun SKPDKE § SKPDKBT / K‘br\utzede.. FERSER - miah Tunggakan

S oot o Jatuh iy
Fajak | Heberalan f i r\eleLubd 1 Paimbetulan / g

Tampao
Keputusan Banding *) ‘

Jenis Pajak

Degngan ini :

1. memerintahlan Wajit Paiak /7 Penanggung Peis untuk membayar lumlah tunggskan pajak
tersebul ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan ditambah dengan blays-biaya
penagihan datam wakiu 24 am setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

Ia

Cmemenintahkan Kepada Jurd Sita Pajak yvang melaksanakan Sural Paksa int untuk melanjutikan
peiaksanaan Suiat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang millk Wapb
Paiak/Penanagung Paiak  apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi
herdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telsh diubah dengan Undang-undang
MNomoi 18 Tahun 2000.

a.n WALIKOTA SURABAYA
KEPALA DINAS PENDAPATAN

ah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

RS S Mottt N




o FR

BENTUK BERITA ACARA DENYAMPAIAN SHRAT PAKSA

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini . ... ... tanggal . buwan .. tahun . atas permintaan
Kapala Dines Peondapatan Hota Surabaya yang ‘;:-.-erk-,‘..c-f_u.hr e dt o Jimerto MNo, 23 - 27 Surabays,
sayd Juid Sila Pajak Daerah pada Dinas FPendapatan Koia bu.abaya bertempat tinggai di
. e . bardazarkan Kenitugan Kepalz Dinas Pendapatan Kota Surabava
Momaor S S tanggat .

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara

Bertempbat tinagat di

Rerkedudukan sabagal e

Saya Juru Sita Pajak Daeran uc.rdasaman r{emd n Sural Paksa ersebut memerintahkan kepada
Wajiv / Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24 jam memenui isi Surat Paksa ini dan oleh
karena ity hars menyator ke Bendaharawan Khusue Penerima {(BKP) Dinas Pendapatan Kota

dangan ndak maengurang! kewsjiban untuk membover hisyaubinys penagihan ini dan biays
selanjulbya dan jika Udak memnayar dalam waktu yang elal ditentukasn, roaka harta bendanya baik
kerupa barang yang bergerak maupun barang yvang tidak pergerak, akan disita dan dijuat di muka
umum dan hasil nenivgiannva digynakan untule mambhayar utana paiak denda, bhunga dan biaya-
...u:!}a yangd .Je..!.iut‘ur‘:;.lr: dapgan f)eid&hdﬂuldﬂ i.,-u!!qg;‘ldll ifil.

Sava, Juru Sita Pmak Daerah telah menyerahkan salinan Surat aksa i kepada Waiib
Paiak ! Dpnanogung Peink don salinan Surat Paksa kensdn Wik Pajak/Penanggung Pajak,
tempat dnggaifkeduduikan Wejib pajal/Penanggung Pajak.

Penyershan Sakinan Surat Paksa dilakukan kepada ... e e e e
bartempat naasb di L L
disebablan .0 0L S R

Yang meneiting Juru Sita Pajak Daerah,

Salinan Surat Paksa

NIP




AKAN CEMYITAAM

PEMERINTAH KOTA SUKABAYA
DINAS PENDAPATAN
JL. JIMERTO NO. 25 - 27 SURARBAYA

i P
Telp. 53439?:" « 87 pen. 202 V328

PRy

SURAL PERINTAH MELAKSANARKAN PENYITAAN

NomoT

Tahwe Waph Paiak [ Penanggung Pajak

Naia WP / Penanggung Pajak

NPWPD O O O A

Alamat

telah dilakiikan penagiban dengan Surat Paksa Nomor |
WNgeal .. HIAGga sagt i oaum meiunasi iumlan nalak vang
macih harie rhh?var s éengan im dlr\ sriptahilean

“epada MNama
NP PPN
labatan DJu ' aiak Dnorab Pads Dinas Pendapatan Kota
DL aiays
Untule 1

rnelarsanakan penyitaan barang-barang { barang bergoerak dan atau barang tidak
bergerak ) ik Wajib Pajak atau Fenanggyung Faax, kaik yang berada di tempat
\1\!9111-‘- ﬁma!c i Pmmnﬂgnnﬁ l-’:.::xt: RN vang horacia di f:ngan orang Izin

[

mengaukain permohonan kKepada Badan diusan FPutang dan Lelang Negara
agar harang-barang yang teiah disda duual di muka umum, apabila pajak tidak
dilynasi datam waldy 14 (empnt belast haq sotelah dilzksanakan penyitaan,

=an

3 Penymaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi,
Waraa Menar *ndhmsie yang talah mencapal usia 21 tahun atau telah dewasa

dait dapal dipercaya.

4 menyampaikan Berita Aca anyitaan dimaksdd dafam waktu paling lambat
........... hail astalzh palaksanasn penyitaan.

a.fi WALIKOTA SURABAYA
KEPALA DINAS PENDAPATAN
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17. BENTUK BERITA ACARA PELAKSAMAAN SITA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PHMAY PEMDARATAN
JL. JIMERTC NO. 28 .7 SURABAYA
Tolp.5343051 - 67 pos. 323 - 325

Pads heriinl . langgal ... Ban L e

atas kekuaten Surat Perimizh me!aksanakar Pe ﬂYIt".mr "°p Diras Pendapatar- Kota Surabaya
No.no. e fENgORE . yang beriindak unfuk dan atas nama
Pemerintah Kola bw"dvaya dalam hai mq mummn ..!0mul; G A e er e e e
Berdasarkan Surat faksa vyang dikeluarkan pada tanggai ........................................ Nomor
. vang telah diberitahukan dengar resmi kepada Walib Paiak atau Penanggung
Paia!t ya'?g ‘disabut dibawsh int, make save Juru SHa Balagl Dzergh berlempet tinggal d Ji

e dengan dbanti 2 {dua) srang Saksi YWarga Negara Indonesia, yang telab mancapai
vsia 21 (dua phth satu) ) fehun atau yang telah dewasa dan dapat dipercaya yais

Te e e PERETJBAN . e e e
e PREEIRAN L v e

talah datang di rumnah / perusahaan Wajib Paj&k Peira 1ggmg Pajak :
Hama WP / Penanggung Fajak we e

NPWED 0 1 O N Ot 0 T 1 B O O

Alamat

Uniuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang mik Wajib Pajak / Penanggung
Paiak karenia vang bersangiuttan masih menun-Jak pajak tersebut dibawab ini

Jenis Pajak Jumiah paiek yang masih hans dibayar -

Surat Ferintah melaksanakan Penyitaan telah diaksanakan dengan hasi sebagal berikut
1. Parwitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barsng-barang yang telah disita sebagai berikut
Jenis Barang Sergarak Terstak di Taksiran Harga

Jenis Barang lidak Bergerak  Terletak di Teksiran Harga

RO oo N

2. Panvitaan tidak dapat dilaksanaksn karena
Waji Pajak/Penanggung Fajak Juru Sita

Saksi - Saksi

R o
-

RAMISCT WY DN




18. BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LEL ANG BARANG-BARANG
SITARN ATAS TUNGGAKAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DiNAS PENDAPATAN
JLJIMERTO MO, 26 - 7 SURABAYA
Telp. 5343054 - 57 pes. 3?3 325

Surabaya

Kepada Yih
Mombr @ e
Sifaf : Di
Lampitan @ e

Barihal s Permintaan Pelaksanaan
Lelang Garang-barang Sitaan
atas funggakan Pajak

Bersama i diharapkan Jaudara untuk dapat meiaksanakan leiahg barang-barang sitaan
atas tunggakan pajak sepeni yang terlampir daiam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah
dilaksanakan terhaday Waith Pajak / Pananggung Paisk

NEWPD v TR e

Diharapkan {elang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai
kenastian pelelangan dapat dibentahukan semingau sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjuaian dapat menutupi utang Pajak

dimaksid ditambah biava-hiaya penanihan lainnva sshasar Rn {

Damikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih,

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA

NiP.
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19. BENTUK SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAFPATAN
JL. JIMERTO NO. 25 - 7 SURABAYA
Teip. $3430861 - 57 pes. 325 - 334

SUBAYT PERJANJIAN ANGISURAN
Yang bartanda tangan dibawah ini -
Nama

NEWPD
Alamat

bertindak untuk dan alas dama

Namsa

Aamat

1. Dengan ini menyatakan, wiah menyampaikan permohonan anhgsuran pembavyaran utang pajak
pada tanggal ................ . sebanyak .. ... .. ... kall angsuran, terhadap Surat
Ketetzpan Paialk Daerah yang felah diterima:

SKPD No. Lo TR R e e D
SKPDKB NG oo TGl RO o e
SKPDKBT Mo, L Tgh RO e

an oo

Rp ...

Peinbayaran angsuran
Angsuran Biaya Administras¥y  Jumiah Angsuran
Pokok Bunaa
2 Tg ... Angsurah ke i RO i e e RP L RE L
L. Tgh ... Angsuiani ke 2 R ieieee . B e RP
c. Tgi....... Angsuian ke 3 BR e Rps RBP
d. Tagi ........Angsuranked Rp........... Rp........0 RBRPoioeaeol

2. Jika namhayaran tarcehut tidak dipenuhi, maka penagihan akan dilakakan dengan Surat Paksa,
tanpa pemberitzhuan terletdh dahwlu.

Suahaua
Mengetahui, Wajik / Penanggung Pajak

Kepala Dinas Fendapatan
Kota Surabaya

NP
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Nomor

Lamniran -
niran |

SR

[ o TR R |
refiyia

Surabava

Kepada
Sdr. Kepata Dinas Pendapatan
Kota Surabaya

FParmononan &
Keberaian Pajaik SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Alamat R
berindak untuk dan astas nama

Mama { Meregk | isahz

NPWPD SRR RN IR

Alamat

e

dengan ni mengsjukan Permohonan keberatan pajak alas SKPUSKFUT/SKPOKGISKPUKBT/
SKPON/SKPDIR ™ No. . ... o

DL TaARUD
dumdah Bp oL

Dangan QEsain ... e e e

Demikian atas persetutuannya disampaikan terima kasih.

1_¥ae e P e
mHofial K&l

Waijib Pajak / Penanggung Pajak
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21. BENTUK KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN
Ji Jimerto fo. 23 < 27 Surabaya
Teip 53436a1 ’.S‘r' pe.s .525 .s.A

Tantang
KEBERATAN PAJAK

Menimbang bLtF.—ijEI"T\Ohbl‘dﬂhedalataﬂf'&jav’* OIVHOE L. ot vee v oot e trr s cr s eh vas 2a e e
Tanggal
Alas Nama
Alamat
NPWED I T O O D O

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

telah ditibah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000,

Lindang-undang Momer 22 Tahur 1899 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor A5 Tahun 2001 fentang Pajak Dasrah;

. Peratyan Daerah Kota Surzbaya Nomer 3 Tahun 2001 lentang Organisasi Dinas Kota
Gurabaya;

. Perafuran Daerah Kota Surabava Nomear & Tahun 2003 tentang Paiak Hotel,

£ Kepuusan Walikota Surabava Nomor 38 Tahun 2001 terang Rincian Tugas dan Fungsi

Dinaz Pandapatan Kota Syrabava;

FA AN

n

~d

Keputusan Walikota Surabaya Momor ... Tahur 2003 ienfeng Pelunjuk Pelaksanaan
Feraturain Daerah Kota Surabayaiomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.

MEMUTUSKAN
Nomot

Nama [ Merak Lisaha
Alamat

PERTAMA Suraf Ketgtapan Pajak Daerah {SKPD)

NPWPD 1 O A O I

Nama Waih/Penanagung Pajak
Semuta ditetankan R e s
ikurangt / ditembah cengan juinial TORE e

Besarnya Ketetapan menjadi s R e
DA IUE e e e e e e e

KEDUA . Apabiia dikermictian har terdapat kekeliruan dalam Kepulusan ini, ekan dadakan permbeiuian
saperiunya.

Ditetapkan di
para tanngal

a.n WALIKOTA SURABAY,
KEPALA TiNAS F’ENDAPATAN
KOTA SURABAYA

MODEL DPD - 52



22, BENTUK LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

PEMERINTAH KOTA SUIRABAYA Wilayah T renraene e
DINAS PENDAPATAN tecamatan P
Jh dimerto No. 25-27 Keluranan s stscsninsannaan

LAMPIRAN : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nama O T
Alamat D e teaermemeuae e e s e s wuEmad e a s a s ra naRana o n e sk a e d M a s aaatn e mnmsaeaiEeEE s rnnrEEn
NOMIOT KOEIIE  ©  cvviriircemrrierirereraeturetrnansnr i rnunnm s v reunn rieseanerssantaasraansssnnyvantanssnsonsnans
NPWPD : j

BURTI PEMERIKSAAN
Pada han ini .....o.cviimmncinniresns Tanggal ....c.occoieviieins e Jam Lo

telah diadakan pemeriksaan ditempat, dengan hasil sebagai berikut :

Surabava, v
Petugas Pemeriksa,
Mengetahui 3 TR orrenn v
Wajib Pajak / Wajibk Retribust Nip.
2. ettt v aar e e {
R ) Nip

Lampiran : DPD 24 A
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23. BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KOTA SURABAVA
DINAS PENDAPATAN KOTA SURABAYA
JL. JIMERTO 23 - 27 Lt 1}

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Nomeor L erriettre ety
Tanggal PP

Dasar Hukum

Perauman Dacroh Nomor 09 lahun 2003 dun Surat Tupas Pemeriksaan dari Kepala Dinas
Pendapatan Kota Surabaya Nomor : 973/ XXX 7 PP ¢ 436.4.16 / 200X tanggal X bulan XX
200X untuk pemeriksaan pembukuan Pajak Hotel periode bolan XX 2604,

Wajib Pajak

Nama

Jabatan

Alamat Wajib Pajak
Nama Usaha
Alamat Usaha

Jenis Usaha

Nomor Telepon
NEPW.PD

£ bh o LB

Tujuan Pemeriksaan

Perampungan penghituingan Paiak Hotel periode bulan XX tabun 200X,

Gambaran Umum Wajib Pajak

Pendirian

Usaha tersebut didirikan sejak tanggal XX buian XX tahun X sesnai dengan Surat Ijin Usabha
dari Dinas Pariwisata Pemerintah Propinsi Jawa Timur No, 503/XXX3/108.31/19XX tertangaal
XX bulan XX tahun XU

Bidang Usaha
Wajib Pajak tersebut bergerak dibidang usaha Howel yang beriokasi di jalan XXXXX No XX
kota Surabaya ,dengan kapasitas XX kamar.

Pembukuan

Dalam mengelola dan melatukan usahanya, Wajib Pajak (WP) sudah menyelenggarakan
pembukuan. Adapun catatan-catatan yang diberikan kepada pemeriksa pada saat dilakukan
pemeriksaan antara lain

No ! Dokumen Ads Tidak Ada
1 | Buku Kas/Bank v
2 | Buku Penjuatan A
3 | Buku Pintang i v
4 ! Bon Penjualan terporporasi vV
| 5 i SSPD Paiak Hotel periode XXX 200X v
| 6 |RekapLaundry Y




Tim Pemeriksa lelah melakukan prosedur pemeriksaan aias segala dokumen, catatan maupun
pembukuan vang relevan sebasai bukti pemerikaasn bufap XXX tahun 200X, vaitn dalam upaya
mendukung pencrbiian Surat Ketetapan Pajak Daerah {(SKPD) untuk periode pemeriksaan
dimaksud. Dari hasil pemeniksaan dapat disimpulkan bahwa dokumencatatan/pembukuan yang
disclenggarakan oleh Wajib Pajak dapat dipertanggungjawabkan, karena felah didukung oleh
bukrti-bukii pembukuan. '

Hasil Pemeriksaan

Dail hasil perncriksaan pembukuan Wajib Pajak diperoieh data besarnya pencrimaan penjualan
untuk periode pemerikeaan cebaga; berikut

Jenis dan Tarip Kamar

| ___Golongan Kamar | Jmi Kamar Tanif
000,000 t XX Rp. XY XXX

:
1

i

Penerimuan :

! Bulan [ Suldo per Audit :
XX 200X ! Rp XXX XXX XXX,-
1
i J—
Total Rp. 222771777,

Jumiah Pajah Hotel Periods Bulan XXX 'Lahus 200X adalaly sebagai berikut

Pajzk Hotel terhntang 10 % x Rp 2772 222777, - Bp. XX XXX XXX, -
Pajak Flotel yang telah disctor Rp 300X XXX -
FPajak Hotel vang magih harus digetor Nihil
Lampiran

1. Fotocopy tanda bukti pembayaran Pajak Hotel periode bulan XXX tabun 200X
2. Kerlas Kerja Pemeriksaan
3. Fotocopy Laporan Rekapitulasi Penjualan perinde bulan XXX tahun 200X,

Surabava....../. ... 7200X

Mengetahud/Menyetujui Petugas Pomeriksa,
Hotel

1

NIP.
2.

et rene e reees s ) NIP,
3.
Mengetahui,

Kepaia SubDinas Pendufiuran & Pendautsan
Dinas Pendapatan Kota Surabaya




24 BENTUK KEPUTUSAN TENTANG PENOIL AWAN KEBERATAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

Ji Jimerto No. 28 - 27 Surabaya
Telp. 5343054 - 57 peg, 326 - 224

KEPUTUSAKN WALIKOTA SURABAYA
NOMGE oo o

Tentang
PENOLAKAN KEZBERATAN PAJAK

Menimbang : Surat Permohonan Kehemtan Pajak Nomar
Tanggal T e e e e e e e s
Atas Nama e e e e — ae e e e s
Alamat L e

NPWPD T I T I I AN R A A

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang teiah diubah dengan Undang-undang Nomaor 34 Tahun 2000,

. Undang-undang Nomar 22 Tahun 1852 tentang Pemerintahan Dasrak;

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah,

. Peraturan Daerah Kota Siurabava Nomer 3 Tahun 2001 tentang Organisasi
Dinas Kota Surabaysz;

. Peraturan Dasrah Kota Sarabaya Notmor @ Tahun 2003 tentang Pajak Hoted,

. Keputusan Walikola Surabaya Nomor 38 Tanun 2001 tentang Rinclan Tugas
dan Fungsi Dinas Pendanatan Kot Syrabays;

. Kepulusan Walikota Surabaya Momor ... Tahun 2003 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daciah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pajak Hotel.

oG B

[or AT ]

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor ...
Tangaal SRR e e e et e aaes
Atas Nama e e
Alamat et e ey et rar e e

NPWPD ey TP et p

Bathubung s
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KEDUA Memenuhi pambayaran sestiai dangan Surat Ketetapan yang telsh diterima
KETIGA . Apabila dikemudian nan terdapat kekelituan dalam Keputusan ini akan

diadakan pembetulan seperiunya.

Bitetapkan di ¢ ...
pada tangdal ...

&.n WALIKQTA S3URABAYA
KEPALA DINAS PENDAPATAN

£n
el

MODEL OPD -

WALIKOTA SURABAYA,
tid

BAMBANG DWI HARTONO




